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ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan dinas yang menjalankan urusan
pelaksana otonom daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan tugas meliputi
perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan
pemerintah danpelayanan urusan pemerintah serta pelayanan publik, dan pengelolaan ketatausahaan
dinas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian ini yaitu kualitas
pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Hasilnya,
pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya umumnya
terbilang cukup baik dan sudah sesuai standar pelayanan publik namun belum sepenuhnya optimal.
Berdasarkan identifikasi persyaratan sudah dilakukan secara baik menyangkut kesederhanaan persyaratan
namun Kkurangnya sosialisasi informasi secara kontinyu mengenai pemahaman masyarakat. ldentifikasi
prosedur sudah dilakukan secara baik menyangkut kesesuaian dengan ketentuan undang-undang secara
detail dan adanya standar operasional prosedur yang jelas. Pada identifikasi waktu proses penyelesaian
KTP-el masih tidak berjalan dengan baik dan belum memenuhi prosedur. Identifikasi biaya/tarif
pelayanan telah sesuai dengan PERWALI Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa gratis. Identifikasi produk pelayanan telah cukup
baik.

Kata kunci: kualitas pelayanan, e-KTP

ABSTRACT

The Surabaya City Population and Civil Registration Office is an office that carries out autonomous
regional implementing affairs in the field of population and civil registration, with duties including
formulating technical policies in the field of population and civil registration, organizing government
affairs and government affairs services and public services, and managing the administration of the
office. This type of research uses qualitative research with the focus of this research is the quality of
public services at the Surabaya City Population and Civil Registration Office. As a result, the service of
making KTP-el at the Surabaya City Population and Civil Registration Office is generally quite good and
is in accordance with public service standards but not yet fully optimized. Based on the identification of
requirements, it has been done well regarding the simplicity of the requirements but the lack of
continuous information socialization regarding public understanding. The identification of procedures
has been done well regarding compliance with the provisions of the law in detail and the existence of
clear standard operating procedures. The identification of the time of the KTP-el completion process is
still not going well and has not fulfilled the procedure. Identification of service costs/tariffs is in
accordance with the Surabaya PERWALI Number 10 of 2022 concerning Procedures for Implementing
Population Administration that is free. Identification of service products is good enough.

Keywords: service quality, e-KTP

A LATAR BELAKANG Indonesia saat ini. Seiring dengan hadirnya
Perkembangan globalisasi memberikan globalisasi di  tengah-tengah  masyarakat

dampak yang signifikan terhadap perubahan tgrsebut dikuti pula dengan _perkembangan di
berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat bidang teknologi yang semakin pesat. Pesatnya
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perkembangan teknologi dan arus globalisasi, mudah dalam memperoleh berbagai macam
menjadikan masyarakat Indonesia semakin informasi. Dinas  Kependudukan  dan
baik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
kota Surabaya atau biasa disebut dengan
Dispendukcapil kota Surabaya merupakan
dinas yang menjalankan urusan pelaksana
otonom daerah di bidang kependudukan dan
catatan sipil. Dimana di dalam dinas tersebut
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang
kependudukan dan catatan sipil,
penyelenggaraan urusan pemerintah  dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud, pengelolaan
ketatausahaan dinas, dan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota
Surabaya. Visi dari Dispendukcapil
adalah pelayanan prima tertib administrasi
kependudukan. Untuk  mewujudkan visi
tersebut Dispendukcapil memiliki tiga misi.
Misi pertama adalah meningkatkan pelayanan

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

administrasi kependudukan sebagaimana telan Misi kedua adalah meningkatkan pelayanan
di ubah dengan Nomor 24 Tahun 2013 tentang INformasi kependudukan. —Sedangkan misi
perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun ketlg_a_ adalah mengkordinasi pengendalian
2006 tentang administrasi kependudukan unsur Mobilitas penduduk. »
filosofi dalalm Undang-undang Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kependudukan ini terletak pada kewajiban KOfa Surabaya telah —mengakiualisasikan
negara untuk melindungi dan mengakui information technology (IT) untuk memutuskn

penentuan: 1) status pribadi, 2) status hukum mata rantai pelayanan yang secara manual dan

atas setiap peristiwa kependudukan dan Derbelit-belit. — Dengan  mengaktualisasi
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Information technology  pelayanan yang
Indonesia. memberikan akan semakin efektif dan efisien

Menurut Lewis dan Glman 2005 dalam Hayat S€'@ responibilitas. Terdapat sesuatu yang
(2017:21), bahwa pelayanan publik adalah menarik yaitu ultimatum yang menjadi lampu

kepercayaan  publik.  Pelayanan  publik kuning untuk masyarakat dan aparatur bahwa

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan seluruh pelayanan kami gratis dan terimakasi

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, J1ka anda tidak menggunakan jasa orang lain
Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dalam mengurus dokumen kependudukan dan

dapat memberikan  kepercayaan  kepada dokumen pencatatan sipil dan katakan tidak
masyarakat tentang pelayanan yang diberikan, Untuk pungli, bagi yang menggunakan jasa
Pertanggung jawaban terhadap aspek yang ©rang lain tldak akan dilayani” secara eksplisit
dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap t€lah mengultimatum seluruh unsur elemen
pelayanan publik untuk menjunjung tinggi YNtk tetap mengikuti jalur pengajuan
kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan dokumen sampai pada penerbitan dokumen
masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk dan tidak diperkenankan memanfaatkan jika

mewujudkan tercapainya pemerintahan yang (erdapat calo yang menjanjikan dapat
mempercepat kepengurusan dokumen dan
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Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan
perangkat daerah pemerintah Kota Surabaya
yang melaksanakan  urusan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya merupakan dinas yang
menjalankan urusan pelaksana otonom daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
dengan tugas meliputi perumusan kebijakan
teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil,
penyelenggaraan urusan pemerintah dan
pelayanan urusan pemerintah serta pelayanan
publik, dan pengelolaanketatausahaan dinas.
Padatnya jumlah penduduk di Kota Surabaya
mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui
Dispendukcapil Kota Surabaya ini untuk
meluncurkan inovasi- inovasi yang dapat
mempermudah  segala  bentuk  dokumen
permohonan penduduk yang berkaitan dengan
administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-undang Republik



Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Restu Afandi, Priyanto

seluruh pelayanan yang diberikan digratiskan

Penyelenggaraan pelayanan publik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh
birokrasi pemerintah yang  menyangkut
pemenuhan hak- hak sipil serta kebutuhan
dasar masyarakat, belum nyata di lihat dari
kinerja birokrasi pemerintah selama ini.
Karena jika melihat fenomena dewasa ini
masih banyak keluhan dan pengaduan dari
masyarakat, kurangnya sumber daya manusia,
masih kurang sosialisasi, terbatasnya fasilitas ,
jauhnya tempat pelayanan, kurangnya sarana
dan prasarana pelayanan.

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tergolong dalam jenis
pelayanan publik karena adanya kepentingan
umum dalam masyarakat yang dilayani oleh
kabupaten/Kota. Khususnya Kota Surabaya
kepentingan umum yang ada di dalam
masyarakat merupakan sasaran utama dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Aparat
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil Kota Surabaya sebagai birokrat di tingkat
daerah dituntut untuk mampu menangani
kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-
usaha  pembangunan  yang  digalakan
pemerintah. Aparat Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya harus mampu melaksanakan fungsi
utamanya yaitu memberikan pelayanan
kepada publik dengan baik, cekatan, efektif
dan efisien.

Ulasan latar belakang di atas telah
menggambarkan bagaimana fenomena
pelyanan  public  khususnya pelayanana

administrasi kependudukan oleh karena itu
penulis mengangkat judul penelitian sebagai
berikut : “Kualitas Pelayanan Pembuatan e-
KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil KotaSurabaya”

B. LANDASAN TEORI

1. Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan inti
dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja
pelayanan menjadi poin penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas
pelayanan publik ~ menjadi indikator

Sodtoms Magister o Qfmiisfrags
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atau tanpa dipungut biaya.

keberhasilan pelayanan publik yang diberikan.
Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi
barometer

bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan
ketentuan perudang-undangan yang berlaku.
Hal itu juga mengindikasikan kualitas sumber
daya manusia yang baik, professional dan
bertanggung jawab serta kompoten.

Menurut Fandy Tjiptono (2004:2)
kualitas adalah 1) kesesuain  dengan
persyaratan/tuntutan,2) kecocokan pemakaian,
3) perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan,
4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan
kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap
saat, 6) melakukan segala sesuatu secara benar
sejak awal, 7) sesuatu yang  bisa
membahagiakan pelanggan”.

Jika kualitas pelayanan publiknya baik,
maka dapat dipastikan bahwa Kinerja
pelayanan yang dilakukan oleh aparatur
pelayan jugamaksimal.

2. Konsep Pelayanan Publik

Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Nomor 25
tahun 2009 pada aspek pelayanan jasa publik
yaitu:
1. Penyediaan jasa publik oleh instansi

pemerintah yang sebagian atau seluruh

dananya  bersumber  dari  anggaran
pendapatan dan belanja Negara dan/atau
anggarandaerah.

2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan
usaha yang modal pendiriannya sebagali
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
daerah yang dipisahkan.

3. Penyediaan jasa publik yang
pembiayaannya tidak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara
atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagai atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan Negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi Negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Optimalisasi pelayanan publik adalah
keniscaan bagi pemerintah dan menjadi cita-
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cita masyarakat. tercapainya reformasi
birokrasi dan good governace salah satunya
adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan

kepemimpinan leadership, budaya organisasi
organizational culture, kelembagaan, tata kerja
standar  oprating  procedural.  Standar
pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana
prasarana, penggunaan teknologi informasi,
dan penegelolaan sumber daya manusia

(LembagaAdministrasi Negara, 2010).
Sviokla  dalam  Lupiyoadi  (2013),

mengemukakan bahwa kualitas memiliki

delapan dimensi pengukuran yang terdiri atas
aspek-aspek berikut:

1. Kinerja (performance). Kinerja disini
merujuk pada karakter produk inti yang
meliputi merek, atribut-atribut yang dapat
diukur, dan aspek-aspek kerja individu.

2. Keistimewaan produk (features). Dapat
berbentuk produk tambahan dari suatu
produk inti yang dapat menambah nilai
suatu produk.

3. Reliabilitas/keterandalan
(reliability). Dimensi ini berkaitan dengan
timbulnya kemungkinan suatu produk
mengalami  keadaan tidak berfungsi
(malfunction) padasuatu priode.

4. Kesesuaian (conformance). Dimensi lain
yang berhubungan dengan kualitas suatu
barang adalah kesesuaian produk dengan
standar dalam industrinya.

5. Ketahanan atau daya tahan (durability).
Ukuran ketahanan suatu produk meliputi
segi ekonomis maupun teknis.

6. Kemampuan pelayanan (serviceability).
Kemampuan pelayanan bisa juga disebut
dengan kecepatan, kompetisi, kegunaan,
dan kemudahan produk diperbaiki.

7. Estetika (aesthetics). Estetika merupakan
dimensi  pengukuran yang  paling
subjektif. Estetika suatu produk dilihat
dari bagaimana suatu produk didengar
oleh pelanggan.

8. Kualitas yang dirasakan (percieved
quality). Konsumen tidak selalu memilki
informasi  lengkap mengenai atribut-
atribut produk(jasa).
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publik yang diberikan secara optimal. Ada
beberapa faktor dalam  mengoptimalkan
pelayanan publik, yaitu
Unsur Kualitas Pelayanan

Konsep kualitaslayanan yang berkaitan
dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur
yang biasa dikenal dengan istilah kualitas

layanan “RATER” (responsiveness, assurance,

tangible, empathy dan reliability). Konsep
kualitas layanan RATER intinya adalah
membentuk  sikap dan  perilaku  dari

pengembang pelayanan untuk memberikan
bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar,
agar mendapat penilaian sesuai dengan kualitas
layanan yang diterima. Inti dari konsep
kualitas layanan adalah menunjukkan segala
bentuk aktualisasi kegiatan pelayanan yang
memuaskan orang- orang yang menerima
pelayanan sesuai dengan daya tanggap
(responsiveness), menumbuhkan  adanya
jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik
(tangible) yang dapat dilihatnya, menurut
empati (empathy) dari orang-orang Yyang
memberikan  pelayanan  sesuai  dengan
kehandalannya (reliability) menjalankan tugas
pelayanan yang diberikan secara konsekuen
untuk memuaskan yang menerima pelayanan.

Teori Kinerja

Sinembela 2012 dalam Hayat (2017:60)
mengemukakan, ada 4 (empat) poin penting
untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan
seseorang atau lembaga dalam perjalankan
pekerjaannya, yaitu:
pertama, Kinerja adalah akhir dari pekerjaan
yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
Apakah pekerjaan yang dihasilkan adalah baik
atau tidak, dapat dipengaruhi dari dua faktor
penting, yaitu cara seseorang atau kelompok
melakukan pekerjaan dan kompentesi yang
dimiliki seseorang atau kelompok dalam
melakukan pekerjaannya. Kedua, setiap kinerja
yang melekat pada diri kelompok atau individu
dalam melakukan pekerjaannya diikuti oleh
wewenang dan tanggung jawab. Setiap
wewenang dan tanggung jawab diikuti oleh
hak dan kekuasaan yang dimilikinya untuk
melakukan sesuatu pekerjaan tersebut dengan
baik. Ketiga, legalitas kerja, setiap pekerjaan
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harus dilakukan secara legal dan sesuai
dengan ketentuannya. Tugas dan tanggung
jawab yang melekat dalam diri seseorang
atau kelompok harus diikuti oleh aturan
untuk  mencapai sebuah tujuan yang

Karakteristik Pelayanan
Gaspersz 2005 dalam Donni Juni Priansa

(2017:59-60) menyatakan karakteristik atau

atribut yang harus diperhitungkan dalam

pemberian pelayanan:

1. Kepastian waktu pelayanan. Ketepatan
waktu yang diharapkan berkaitan dengan
waktu  proses  atau penyelesaian,
pengiriman, penyerahan, jaminan atau
garansi, dan menanggapi keluhan.

2. Akurasi pelayanan. Akurasi pelayanan
berkaitan dengan rehabilitas pelayanan
bebas dari berbagai kesalahan.

3. Kesopanan dan keramahan. Dalam
memberikan pelayanan personil yang
berada di garis depan yang berinteraksi
langsung dengan pelanggan harus dapat
memberikan  sentuhan pribadi yang
menyenangkan. Sentuhan pribadi yang
menyenangkan tercermin melalui
penampilan, bahasa, tubuh dan tutur
bahasa yang sopan, ramah, lincah dan
gesit.

4. Tanggung jawab. Bertanggung jawab
dalam penerimaan pesan atau permintaan
dan penanganan keluhan pelanggan
eksternal.

5. Kelengkapan. Kelengkapan pelayanan
menyangkut lingkup (cakupan) pelayanan
ketersediaan sarana pendukung.

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan.
Kemudahan mendapatkan  pelayanan
berkaitan dengan banyaknya pegawai
yang melayani serta fasilitas yang
mendukung.

7. Pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi
berkaitan dengan ruang/tempat pelayanan
kemudahan, ketersediaan, data/informasi
dan petunjuk-petunjuk.

8. Variasi model pelayanan. Variasi model
pelayanan berkaitan dengan inovasi untuk
memberikan pola baru pelayanan.

9. Kenyamanan dalam memperoleh

SMIA — Edisi Khusus Pelayanan Publik (2) Tahun 2023

diharapkan. Keempat, etika dan moral menjadi
bagian yang satu dengan kualitas kinerja yang
dihasilkan. Kinerja yang optimal harus diikuti
dengan sikap dan perilaku yangbaik.

pelayanan. Kenyamanan pelayanan
berkaitan dengan ruang
tunggu/tempat pelayanan,

kemudahan,  ketersediaan data  dan
informasi dan petunjuk-petunjuk.

10. Atribut  pendukung pelayanan. Atribut

pendukung pelayanan dalam hal ini adalah
sarana dan prasarana yang diberikan dalam
proses pelayanan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya
berupa data deskriptif melalui fakta-fakta
darikondisi alami sebagai sumber langsung
dengan instrumen dari peneliti sendiri.
Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu
pengembangan konsep yang didasarkan atas
dasar yang ada, mengikuti desain penelitian
yang fleksibel sesuai dengan konteknya.
Berdasarkan uraian di atas penggunaan
pendekatan kualitatif dapat menghasilkan
data deskriptif tentang. Pelayanan Publik
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya.

2. Desain Penelitian

Proses penelitian disajikan menurut tahap-
tahapnya, yaitu: 1) Tahap Pra- lapangan, 2)
Tahap Kegiatan Lapangan, dan 3) Tahap
Pasca di Lapangan.

1. Tahap Pra-Lapangan.

Beberapa kegiatan dilakukan  sebelum
peneliti  memasuki lapangan. Masing-
masing adalah: 1) Penyusunan rancangan
awal penelitian, 2) Pengurusan ijin
penelitian, 3) Penjajakan lapangan dan
penyempurnaan rancangan penelitian, 4)
Pemilihan dan interaksi dengan subjek dan
informan. Perlu dikemukakan, peneliti
menaruh minat dan kepedulian terhadap
penerapan pelayananyang diberikan fungsi,
konfirmasi, keandalan, kemampuan
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melayani, jaminan.

2. Tahap Kegiatan di Lapangan.
Konsep sampel dalam penelitian ini
berkaitan dengan bagaimana memilih
informan atausituasi sosial tertentu yang
dapat memberikaninformasi yang akurat
dan terpercayamengenai  terhadap
penerapan pelayanan yang diberikan
fungsi, konfirmasi, keandalan,
kemampuan melayani, jaminan.

3. Tahap Pasca Lapangan.
Mengacu model interaktif, analisis data
tidak saja dilakukan setelah pengumpulan
data, tetapi juga selama pengumpulan
data. Selamatahap penarikan simpulan,
peneliti selalu merujuk kepada "suara
dari  lapangan” untuk mendapatkan
konfirmabilitas.

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu kualitas
pelayanan publik pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya, sehingga akan diketahui
penerapanpelayanan yang diberikan fungsi,
konfirmasi, keandalan, kemampuan

melayani, jaminan. Kinerja pelayanan
publik. tujuan, standar, umpan balik, alat
atau sarana, kompetensi, peluang, waktu,

motif.

1. Konfirmasi

2. Keandalan

3. Kemampuan melayani
4. Jaminan

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian kualitatif mempunyai setting
yang alami sebagai sumber langsung dari
data dan peneliti itu adalah instrumen
kunci. Tentang penerapan pelayanan yang
diberikan fungsi, konfirmasi, keandalan,
kemampuan melayani, jaminan. Kinerja

pelayanan publik. tujuan, standar, umpan
balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang,
motif. Dalam penelitian ini dibutuhkan
manusia sebagai peneliti karena manusia
dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan
lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai
instrumen juga harus “divalidasi” seberapa
jauh peneliti siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan. Untuk
menganalisis tentang penerapan pelayanan
fungsi, konfirmasi, keandalan, kemampuan
melayani, jaminan. kinerja pelayanan publik.
Tujuan, standar, umpan balik, alat atau
sarana, kompetensi, peluang, motif di Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya.

6. Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data
langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini
di  lakukan dengan  petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya untuk memperoleh informasi
mendalam tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan penerapan pelayanan
fungsi, konfirmasi, keandalan, kemampuan
melayani, jaminan. Kinerja pelayanan
publik. tujuan, standar, umpan balik, alat
atau sarana, kompetensi, peluang, motif
diwilayah pemerintahan atau keterangan
dari masyarakat secara lisan dari seorang
informan kunci yaitu kepala Dinas, kepala
bagian, petugas pelayanan serta masyarakat
atau yang di anggap cukup berpengalaman
untuk memberikan data yang akurat.

2. Data sekunder di lakukan dengan studi
perpustakaan. Studi perpustakaan ini di
lakukan dengan mengumpul data mengutip
beberapa literatur melalui sumber tertulis
buku, majalah, koran, jurnal dan dokumen-
dokumen peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan yang
hendak di teliti, yang berhubungan dengan
gambara-gambaran.

7. Prosedur Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
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1. Teknik Observasi,
Observasi yang dilakukan peneliti
dengan mengamati dan berpartisipasi
langsungdengan informan yang sedang
diteliti. Peneliti akan melakukan
observasi padaproses penyelenggaraan
pelayanan  publik untuk melihat
langsung penerapan pelayanan berupa
fungsi, konfirmasi, keandalan,
kemampuan melayani, jaminan yang
dilakukan oleh birokrat sehingga dapat
diketahui kondisi faktual, kemudian

pelayanan seperti:. fungsi, konfirmasi,
keandalan,  kemampuan melayani,
jaminan. Yang diberikan mengingat
buramnya pelayanan yang diberikan
oleh organisasi penyelenggara
pelayanan yang selama ini mengakar,
serta Kinerja pelayanan publik. tujuan,
standar, umpan balik, alat atau sarana,
kompetensi, peluang, motif. Dalam
memberikan pelayanan karena
cenderung terdapat sifat peternalitik dari
masyarakat dan sikap ingin dilayani
yang ditampilkan oleh birokrat selama
pelayanan administrasi berlangsung agar
efektif dalam menyelenggarakan
pelayanan  yang dilakukan  oleh
pemerintah agar mencapai kepuasan
masyarakat berupa efektif, efisien,
sikap, perilaku dan responsive untuk
merevitalisasi pelayanan publik.
3. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mencari  data
penelitian kualitatif dokumentasi yang
akan dilakukan berupa arsip dan/atau
format dari dokumen seperti: kartu
keluarga, kartu tanda penduduk, akta
kelahiran dan surat pindah dan lain

sebagainya. Kemudian dokumentasi
berupa  foto/laporan  menampilkan.
Bagaimana penerapan pelayanan
seperti:. fungsi,
konfirmasi,
keandalan, = kemampuan

melayani, jaminan, Kinerja pelayanan
publik. tujuan, standar, umpan balik, alat
atau sarana, kompetensi, peluang, motif
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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dapat melihat Kinerja pelayanan publik.
tujuan, standar, umpan balik, alat atau
sarana, kompetensi, peluang, motif. Dan
responsif birokrat yang memberikan
pelayanan secara konkret dilokasi
penelitian.

2. Teknik Wawancara

Untuk penelitian kualitatif, pertanyaan
yang digunakan dalam wawancara
merupakan pertanyaan terbuka, sehingga
informan bisa menjawab dengan lebih
komprehensif. Bagaimana penerapan
Sipil Kota Surabaya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan sejak awal
pengumpulan data sampai akhir penelitian.
Hal ini di lakukan agar data yang di peroleh
dapat dilakukan pengecekan kembali di
lingkungan seandainya data itu belum
lengkap atau data yang masih di ragukan
kebenarannya. Teknik analisis data di
lakukan dengan cara kualitatif.

1. Data collection (koleksi data).

Dalam penelitian kualitatif, penelitian

dalam tahap memasuki obyek melakukan

penjelajahan umum terlebih dahulu dengan
observasi dan bertanya yang bersifat umum
2. Data reduction (reduksi data).

Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hak-hak yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema, dan polanya. Dengan demikian
data yang direduksi akan melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencari
bila diperlukan.

3. Data display (penyajian data)

Dalam data penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Conclusion  drawing/verifying
(verifikasi).

Dalam analisis data kualitatif menurut
Miles and Huberman (1984) adalah
penarikan  kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat
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untuk mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.
D. HASIL PENELITIAN DAN
ANALISIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya ialah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki
tugas dalam mewujudkan pengurusan
pemerintahan sesuai azas otonomi dan tugas
perbantuan pada bidang kependudukan dan
pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kota
Surabaya. Sehingga penelitian ini
mengambil pelayanan administrasi
kependudukan di dispendukcapil Kota

penduduk juga pihak terkait. Berdasarkan
PERWALI Surabaya No 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara
PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan
komponen persyaratan yang wajib dipenuhi
masyarakat. Peraturan terbaru iniyang memuat
tata cara penyelenggaraan administrasi
kependudukan adapun penerapan layanan
publik dalam persyaratan tersebut pemohon
dapat melakukan permohonan KTP-el secara
daring maupun luring dengan membawa
uraian persyaratan sesuai kebutuhan jenis
pelayanan.

Masyarakat juga bisa mendapat informasi
persyaratan ~ administrasi  kependudukan
melalui media elektronik yang terdiri dari
twitter
(dispendukcapilS),instagram(dispendukcapil.s
by dan swargaloka.sub), youtube (Swargaloka
Kota Surabaya) dan website Dispenduk Capil
Surabaya (dispendukcapil.surabaya.go.id).

Pada pelayanan pembuatan KTP-el tidak
ditemukan adanya persyaratan layanan yang
berbelit-belit, pemohon akan  otomatis
menerima layanan selama tercatat telah
membawa persyaratan pembuatan KTP-el.
Permasalahan pun juga bisa terjadi karena
seringkali masyarakat selaku pemohon tidak
mendapatkan layanan dalam pembuatan KTP-
el.

2. ldentifikasi Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan
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Surbaya. Peneliti menggunakan teori standar
pelayanan publik dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur ~ Negara  dan
Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) No.
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan meliputi enam indikator yang telah
diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan
Apartur Negara, indikator tersebut meliputi:
1. Identifikasi Persyaratan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai penyelenggara pelayanan publik
mengantongi  kewajiban  menyusun  dan
menetapkan  standar  pelayanan  yang
melibatkan

publik mempunyai landasan hukum berisi
ketentuan prosedur dan persyaratan pelayanan
KTP-el mengacu pada peraturan perundang-
undangan tentang administrasi kependudukan
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan hingga PERWALI Surabaya
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Prosedur layanan tertuang pada PERWALI
Surabaya No 10 Tahun 2022 menyebutkan
permohonan layanan administrasi penduduk
dapat dilakukan melalui daring secara mandiri
bagi yang telah melakukan perekaman KTP-el
dan luring melalui pihak-pihak yang berwenang
sesuai ketentuan yang telah berlaku karena
ditemukan persyaratan yang kurang. Hal
tersebut bagi sebagian pemohon beranggapan di

Dispenduk  Capil Surabaya persyaratan
pelayanan KTP-el berbelit-belit.

Terkait identifikasi persyaratan layanan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya yaitu penyusunan persyaratan dalam
tiap jenis layanan telah sesuai dengan
identifikasi seluruh persyarataan baik teknis
maupun  administratif ~ yang  memiliki
keterkaitan pada substansi jenis produk
pelayanan secara jelas sehingga mempermudah
pemahaman bagi masyarakat. Namun temuan
yang didapat peneliti kurangnya komunikasi
secara kontinyu terhadap sosialisasi informasi
persyaratan kepada masyarakat yang merujuk
pada permohonan pembuatan dan pencetakan
ketentuan SOP pelayanan pembuatan KTP-el
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yang diberikan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil meliputi tahapan
verifikasi, registrasi pemohon, validasi serta
penerbitan dokumen kependudukan.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya terus
berupaya mengoptimalkan dan

memaksimalkan pelayanan perekaman KTP-
el melalui layanan mendatangi masyarakat
dengan  fasilitas  mobilkeliling  yang
dinamakan  jemput bola  administrasi
kependudukan  (jebol  anduk)  menuju
sekolah, lokasi umum, kantor kelurahan dan
kantor kecamatan. Tujuan didirikannya
layanan tersebut pada perekaman KTP-el
adalah agar terciptanya layanan yang efektif
untuk mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan dan realisasi pendataan

Operasional Prosedur (SOP) proses tiap-tiap
jenis layanan KTP-el. Nantinya dengan ini
dapat mempermudah masyarakat dalam
memperolehpelayanan KTP-el.

3. Identifikasi Waktu

Sesuai dengan PERWALI Surabaya No 10
Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
menyatakan bahwajangka waktu penyelesaian
pelayanan  untuk  masing-masing  jenis
pendaftaran penduduk yaitu KTP-el paling
lambat 7 hari kerja.

Namun dilihat dari implementasinya,
persoalan waktu penyelesaian yang akurat
belum diupayakan secara penuh dalam
pemberian layanan KTP-el. Dispenduk Capil
membutuhkan waktu pencetakan KTP-el bisa
sampai dua minggu.

Sedangkan untuk pengelolaannya, terdapat
kendala dalam menyukseskan pelayanan KTP-
el karena pasokan blangko dari pemerintah
pusat tidak secara terus menerus tersedia.
Sementara itu, petugas pelayanan harus dapat
memenuhitanggung jawabnya setiap jam kerja
pelayanan

Terkait identifikasi waktu penyelesaian,
terbukti penyelesaian cetak KTP-el masih
tidak berjalan dengan baik sehingga jauh dari
kesesuaian prosedur PERWALI Surabaya No
10 Tahun 2022 dikarenakan proses produksi
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rekam KTP- el di Surabaya bisa dipercepat.

Adapun hasil wawancara dan observasi
yaang didapat peneliti menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembuatan KTP-el mengacu pada
dasar hukum tentang administrasi
kependudukan guna menguraikan aturan dan
norma dalam memberi layanan sehingga
terselenggara secara baik.

Terkait identifikasi prosedur layanan KTP-
el bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya telah menerapkan
pelayanan dengan baik sesuai dengan standar
pelayanan publik untuk penerima jasa atau
masyarakat itu sendiri. Adanya standar
pelayanan yang terarah dimulai dasar hukum
atau ketetapan perundang- undangan yang
masih berlaku, memiliki Standar

KTP- el dilakukan dalam 7 hari kerja. Namun
gangguan secara teknis itu muncul sebab
kekurangan pengiriman pemerintah pusat pada
ketersediaan blangko dan juga persoalan teknis
dalam aplikasi misalnya ditemui beberapa KTP-
el telahtercetak dan telah di encode dari petugas
registrasi namun belum sampai ataupun belum
terdeteksi di data center pusat sehingga
menyebabkan  kurun  waktu penyelesaian
terbilang lebih lama.

4. ldentifikasi Biaya/Tarif

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya sesuai SOP-nya yang
tercatat pada PERWALI Surabaya No 10 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 Ayat
3 adalah gratis. Bagi Dispenduk Capil Surabaya
selaku pihak pengelola akan mengambil
tindakan dengan tegas jika menemukan bukti
permintaan pungutan biaya oleh petugas dalam
berbagai macam bentuk penyelewengan selama
pemberian layanan KTP-el secara cepat
dihentikan karena termasuk pelanggaran kode
etik sesuai ketetapan Dispenduk Capil Surabaya.
Terkait identifikasi biaya/tarif dikatakan telah
mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur)
yang tercantum sesuai PERDA Surabaya No 10
Tahun 2022 tentang TataCara Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan
yang diberikan gratis kepada masyarakat selama
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proses pembuatan. KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota
Surabaya.

5. ldentifikai Produk Pelayanan

Dalam penelitian ini produk pelayanan
adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau KTP-el yang merupakan identitas
penduduk secara resmi wajib dimiliki oleh
penduduk Warga Negara Indonesia yang
telah terekam secara biometrik didatabase
kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya dalam mencetak dan
juga  melakukan  penerbitan  KTP-el
mendasari ketetapan UU Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Meskipun dalam melaksanakan program
KTP-el juga menemui beberapa kendala
dalam hal cetak dan pendistribusian KTP-el,
dengan adanya surat pengganti atau disebut

KTP-el juga disediakan alternatif berupa surat
keterangan (suket).

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya untuk meningkatkan layanan
penanganan pengelolaan pengaduaan
mewadahi masyrakat dengan dimudahkan
menyampaikanaspirasi pengaduannya melalui
media elektronik. Selanjutnya pengaduan yang
telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Petugas
Dispenduk Capil Surabaya dapat dimonitoring
oleh masyarakat yang memiliki aduan dengan
menginput  Nomor  Pengaduan, Nomor
Telepon atau NIK sehingga akan muncul
detail penanganan pengelolaan pengaduan
yang disampaikan beserta solusi oleh petugas
pelayanan. Berkaitan dengan waktu layanan

penanganan pengelolaan pengaduan
masyarakat yang diterima oleh petugas
melalui beberapa  chanel pengaduan

Dispenduk Capil Surabaya pada jam Kkerja
yaitu dari hari Senin sampai Jum’at pukul
08.00 — 16.00 WIB kemudian Sabtu pukul
08.00 — 13.00 WIB.

Terkait penanganan pengelolaan
pengaduan oleh pihak Dinas Kependudukan

juga surat keterangan (suket) memiliki fungsi
sebagai KTP-el sementara yang mempunyai
masa aktif selama 14 hari ketika blangko tidak
mampu mencukupi banyaknya permintaan
pembuatan KTP-el.

Suket pada umumnya memiliki fungsi yang
sama dengan KTP-el itu sendiri, sehingga
dapat digunakan sampai Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah
tercetak dan melakukan penerbitan KTP-el.
Jika  blangko tersedia, tanda terima
kepengurusan akandiberikan berupa e-Kitir.

Terkait identifikasi produk pelayanan telah
cukup baik yaitu berupa produk fisik Kartu
Tanda Penduduk Elektronik. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya mengamanatkan produk pelayanan
secara rinci format KTP-el tingkat nasional
sesuai UU Nomor 14 Tahun 2013. Sehingga
demikian masyarakat yang belum menerima

dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan
temuan peneliti adalah tersedianya pengelolaan
pengaduan pada berbagai channel berserta
mekasime dan tindak lanjut setiap pengaduan
sehingga masyarakat tidak kesulitan apabila
mengalami berbagai keluhan, masalah dan
pertanyaan terkait pengurusan administrasi
kependudukan termasuk layanan KTP-el.
Sehingga dikatakan sudah cukup baik yang
sesuai dengan standar pelayanan publik dalam

mengatur mekanisme prosedur pengelolaan
pengaduan agar permasalahan dapat
terselesaikan  sebagaimana peraturan yang
berlaku.

E. KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Kesimpulan

Pada penelitian ini, berdasarkan informasi
dan data yang telah didapat selama melakukan
wawancara,  oberservasi  dan  didukung
dokumen-dokumen perihal penerapan standar
pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya umumnya terbilang cukup baik dan

sudah sesuai standar pelayanan publik namun
belum sepenuhnya optimal. Jika ditelaah
berdasarkan identifikasi persyaratan sudah
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dilakukan secara baik menyangkut
kesederhanaan persyaratan namun
kurangnya sosialisasi  informasi  secara
kontinyu mengenai pemahaman masyarakat
masih ditemukan kekurangan perihal berkas
persyaratan tiap-tiapjenis layanan.

Identifikasi ~ prosedur sudah
dilakukan secara  baik  menyangkut
kesesuaian dengan  ketentuan  undang-

undang secara detail dan adanya standar
operasional prosedur yang jelas sehingga
mudah dipahami masyarakat. Pada
identifikasi waktu proses penyelesaian
KTP-el masih tidak berjalan dengan baik
dan belum memenuhi prosedur yang
ditetapkan pihak pengelola yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya” terlebih pada saat pasokan
blanko rendah dengan permintaan
pembuatan KTP-el yang tinggi dan
prosesnya dalam kurun waktu 7 hari kerja.
Identifikasi biaya/tarif pelayanan telah sesuai
dengan PERWALI Surabaya Nomor 10
Tahun 2022tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan yang menyatakan  biaya
pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Surabaya dibebankan

Pun memberi perhatian akurasi saat
memasukkan data kependudukan ke data
center. Dengan demikian, tidak ada lagi
kesalahpahaman antara pegawai dan
pengguna layanan saat pembuatan KTP-
el.
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